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Ketentuan Minimal untuk Penulis

1. Tulisan orisinal dan belum pemnah di media penerbitan lain.

Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan
Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).

Menyerahkan printout dan copy disketnya

4. Judul dibuat jelas, ringkas dan padat.
5. Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-

10.

—

mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.

. Isi tulisan berkaitan erat atau disesusaikan dengan bidang

keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.

. Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum

keilmiahan.
Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.

Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar
dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.

. Kutipan ditulis secara running notes. Kutipan dan kepustkaaan

disusun menurut contoh berikut.
Kutipan:

............. (Kennedy, 1993:145-9).
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PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 2, April 2001 berisi enam artikel dan satu
resensi buku. Enam artikel membahas bidang kajian antropologi ragawi,
gender, komunikasi, ekonomi dan politik. Tulisan mengenai kajian
antropologi ragawi ditulis Josef Glinka, persoalan gender ditulis oleh Dwi
Windyastuti dan Yayan Sakti Suryandaru, bidang ilmu komunikasi
ditulis oleh Burhan Bungin, bidang kajian ekonomi dilakukan oleh Lilik
Salamah, dan bidang ilmu politik ditulis oleh Kris Nugroho, bidang ilmu
. Sementara itu, resensi buku dilakukan oleh Doddy S Singgih. Mereka
ini merupakan sebagian tulisan yang telah masuk pada meja redaksi
dan dapat dianggap layak untuk dimuat dalam edisi ini.

Dalam edisi ini kami menyertakan asal perguruan tinggi dan
latarbelakang pendidikan para penulis di bawah nama penulis, agar
sidang pembaca dapat mengetahui secara segera siapa penulis makalah
yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari bahwa informasi
mengenai latar belakang penulis tidak dituliskan selengkap sebelumnya.

Dalam edisi ini, kami berupaya tetap mempertahankan
keberadaan “Indeks Penulis dan Tulisan Masyarakat, Kebudayaan dan
Politik sejak Edisi 1999”. Kami berharap sidang pembaca dapat
mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah pernah dimuat di Jjurnal
ini. Apabila diantara sidang pembaca memerlukan hasil-hasil tulisan
yang pernah dimuat sebelum edisi ini, dapat menghubungi kami di
alamat, tilpon atau e-mail seperti yang telah tertera dalam rubrik ini.

Sekali lagi kami mohon maaf bila masih terdapat beberapa
kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang terkesan dipaksakan
untuk mengejar kerapian kolom. Di samping itu, ketika kami banyak
mendapatkan kiriman artikel, sebenarnya kami ingin sekali dapat
memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksi sesuai
syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Sampai saat ini kami selalu mengharapkan masukan dari
pembaca mengenai tulisan-tulisan yang telah dimuat dalam edisi ini.
Masukan-masukan dapat berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan
ilmiah berupa artikel terhadap hasil pemikiran-pemikiran yang telah
diajukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti
edisi ini dan edisi-edisi sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-
tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal Masyarakat,Kebudayaan dan Politik
ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmiwan ilmu-ilmu sosial
dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan
produktif (a productive and creative learning community) di tengah-
tengah masyarakat luas.
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HEGEMONI DAN REPRODUKSI KEKUASAAN
DALAM PERDAGANGAN PEREMPUAN (TRAFFICKING)
UNTUK PROSTITUSI*

Yayan Sakti Suryandaru
Dosen FISIP Unair, lulus dari Universitas Padjajaran (S-1)

women.

Abstract

This paper describes the hegemony of patriarchic and pallocentric ide-
ologies that shape the practices of women trafficking. The women al-
ways become victims of the practice of trafficking. They are cheated,
intimidated, threatened, oppressed. They become passive objects of
the male sexual and erotic needs. Laws and those execute the laws
have not been gender sensitive in dealing with trafficking victimized

Keywords: Trafficking, prostitution, hegemony, patriarchy, pallocen-
tric.

Surabaya dan kota-kota lain di wi-
layah Jawa Timur, seperti Malang
dan Banyuwangi yang dapat di ang-
gap mewakili kota-kota dengan
perubahan sosial yang cepat karena
pertumbuhan berbagai industri,
termasuk industri pariwisatanya,
banyak ditemui kasus penjualan
perempuan atau anak perempuan
oleh orang tuanya untuk dijadikan
Pekerja Seks Komersial (PSK). Fe-
nomena ini bukanlah hal baru bagi
penduduk di wilayah-wilayah terse-
but. Sudah sejak lama para germo
di kompleks pelacuran Dolly dan
Jarak di Surabaya atau tiga wilayah
lokalisasi di Banyuwangi (Blibis,
Gempol Porong dan Ringin Telu),

*Makalah ini pernah disampaikan dalam Kursus Gender
dan Seksualitas 18 Sepember - 14 Oktober 2000, Unit
Studi Gender dan Pembangunan Ul, Laboraturium Antro-
pologi Ul dan The Ford Foundation.

dari desa. Gadis-gadis tersebut me-
mang terbukti ampuh menaikkan
“selling point” rumah prostitusi.
Selain dijual sendiri oleh orang tua
atau kerabat yang lebih tua, ada
beberapa “modus operandi” untuk
menjaring anak-anak di bawah
umur untuk dijadikan PSK. Menu-
rut Vera Sulistyowati, Ketua Yayas-
an Abdi Asih yang bergerak di
bidang advokasi AIDS di Surabaya,
anak dan perempuan desa yang
polos dan lugu, dirayu oleh “mafia”
dengan berbagai janji manis akan
kehidupan yang sukses di kota. Se-
dangkan di wilayah-wilayah lain,
seperti Banyuwangi dan Malang,
rantai perdagangan anak dan per-
empuan untuk prostitusi yang se-
kilas dapat terdeteksi, justru mela-
lui jalur sopir taksi, tukang becak
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atau sopir ojek yang mencari
“mangsa” gadis-gadis ke desa-desa
sekitar wilayah kota tersebut. Kedok
lainnya yang cukup rapi adalah
melalui biro jasa pencari kerja. Para
gadis desa tersebut diiming-imingi
pekerjaan bergaji besar di kota-kota
metropolitan atau di luar pulau.
Sepanjang tahun 1999-2000,
dari data yang terkumpul berdasar-
kan liputan harian Memorandum
Surabaya, diketahui ada beberapa
kali upaya perdagangan anak per-
empuan yang akan dijadikan pela-
cur yang kebetulan terlacak dan
menjadi berita. Pada tanggal 24
Januari 1999, diberitakan S orang
korban berusia 16 hingga 22 tahun,
semua korban berasal dari Malang,
Jawa Timur, yang berusaha melari-
kan diri ketika mereka akan dinaik-
kan kapal laut untuk dibawa keluar
pulau Jawa. Tanggal 2 Mei 1999,
diberitakan 5 orang anak perem-
puan yang sempat dijual ke Taiwan
dan Malaysia yang dilakukan oleh
sindikat penjual perempuan. Kasus
terakhir yang sempat termuat di
harian Jawa Pos tanggal 25 April
2000, dua perempuan muda asal
Malang, Jawa Timur, akan dijual
oleh anggota sindikat penjualan
perempuan ke luar pulau Jawa.
Kebanyakan dari perempuan
itu sesungguhnya masih anak-anak
berusia antara 15 sampai 20 tahun,
bahkan banyak yang belum menger-
ti tentang seks, apalagi tentang ke-
schatan dan fungsi alat-alat repro-
duksi yang mereka miliki. Gadis-
gadis belia di pedesaan yang kurang
memiliki informasi dan masih sa-
ngat polos itu, sangat gampang ter-

jebak dalam bujuk rayu dan tipuan
para agen jaringan bisnis ini. Proses
keterlibatan perempuan ke dalam
praktek pelacuran ini, ternyata ti-
dak semata-mata didorong faktor
kemiskinan dan kerentanan eko-
nomi. Di luar muatan ekonomi yang
ada, pelacuran sesungguhnya ada-
lah ekspresi dari hegemoni kultural
pria atas kaum perempuan (Truong,
1992:7).

Selain dari masih kukuhnya
hegemoni ideologi patriarkhi, dalam
hal perdagangan perempuan untuk
prostitusi, negara secara tidak lang-
sung juga menunjukkan coerced,
hegemony dalam bentuk perangkat
hukum dan aparat penegak hu-
kumnya. Misalnya, dalam penera-
pan kebijakan dan upaya tindakan
hukum terhadap pelaku kasus-
kasus perdagangan perempuan
untuk bisnis pelacuran di Indone-
sia, dapat dikatakan sangat tidak
memadai. Dari berbagai substansi
hukum atau materi perundang-
undangan yang berlaku di Indone-
sia, masih banyak peraturan yang
diskriminatif atau tidak berkeadilan
gender. Nampaknya pasal-pasal
dalam KUHP (khususnya pasal 296,
297, 333 dan 506) belum mampu
memberi rasa keadilan bagi perem-
puan, karena penyebab utama ter-
jerumusnya mereka ke dunia pros-
titusi bukan oleh kehendak mereka
sendiri, tetapi karena tipu daya, an-
caman, paksaan, kekurangan in-
formasi atas situasi pekerjaan yang
hendak mereka jalani atau ke-
tiadaan kapasitas legal untuk mem-
berikan persetujuan. Selain itu,
lemahnya efektivitas penegakan hu-
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kum disebabkan oleh berbagai fak-
tor, seperti luasnya dan rapinya
jalur trafficking yang selama ini di-
lakukan, masyarakat dan aparat
kurang concern dengan masalah ini,
dan banyaknya diskresi aparat
penegak hukum yang berkesan
membebaskan pelaku trafficking.
Pada gilirannya beberapa faktor ini
semakin mendorong meluasnya
praktek-praktek trafficking.

Kalau berbicara masalah hu-
kum, memang tidak bisa melupa-
kan tiga tatanan penting, yaitu: (1)
substansi/materi hukum atau
perundang-undangan dan imple-
mentasinya, (2) para penegak hu-
kum dan institusinya, (3) budaya
atau situasi politik pada saat hu-
kum itu diberlakukan. Dari sub-
stansi hukum atau materi perun-
dang-undangan, masih banyak
peraturan hukum atau perundang-
undangan yang diskrimatif atau
kurang memenuhi rasa berkeadilan
gender. Sebagai contoh, dalam
KUHP tidak secara eksplisit diatur
masalah trafficking. Hukum pidana
hanya melarang mereka yang mem-
bantu dan menyediakan pelayanan
seks secara ilegal dan memperda-
gangkan wanita dan anak-anak di
bawah umur seperti yang tertera
dalam pasal 296, 297 dan 506
KUHP. Padahal kalau diteliti lebih
lanjut, secara implisit pengadilan
dapat menjatuhkan pidana kepada
pihak-pihak (individu atau lembaga)
yang bertindak sebagai pelaku traf-
ficking. Seperti dalam pasal 297
KUHP dijelaskan “perdagangan wa-
nita dan anak laki-laki yang belum

dewasa, diancam pidana penjara
paling lama enam tahun”.

Akan tetapi secara faktual,
implementasi dari ketentuan KUHP
ini belum efektif mampu mempi-
danakan para trafficker. Fenomena
ini mengasumsikan bahwa imple-
mentasi produk hukum dan perun-
dang-undangan, juga sangat diten-
tukan oleh aparat penegak hukum
dan institusinya. Mayoritas penegak
hukum di Indonesia masih ter-
belenggu sistem nilai yang belum
peka gender, sehingga akan berpen-
garuh pada saat aparat penegak
hukum tersebut menafsirkan suatu
produk hukum.

Sehubungan dengan uraian
diatas, permasalahan yang ingin
penulis kemukakan dalam karya
tulis ini adalah “Bagaimanakah pro-
ses dan bentuk hegemoni negara
dalam perdagangan perempuan un-
tuk prostitusi? Bagaimanakah ideo-
logi patriarkhi ikut mendorong ma-
raknya trafficking perempuan untuk
prostitusi? Bagaimanakah mekan-
isme rekruitmen perempuan korban
trafficking? Dan  bagaimanakah
bentuk-bentuk pelanggaran atas
pemenuhan hak-hak kesehatan
seksual dan kesehatan reproduksi
perempuan korban trafficking?

Trafficking:
Pengertian dan Ruang Lingkup

Hingga kini belum ada definisi yang
bersifat universal mengenai traf-
ficking. Dalam beberapa literatur
Indonesia, sangat jarang mengemu-
kakan definisi maupun elemen-
elemen dari trafficking. Mayoritas
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pendapat para sosiolog lebih men-
garah kepada pengertian dari pela-
curan. Seperti apa yang dikemuka-
kan oleh Noyon Lengemeyer, apa
yang dimaksud dengan perdagang-
an wanita adalah, “semua perbuat-
an yang langsung bertujuan untuk
menempatkan seorang wanita da-
lam keadaan tergantung dari
kemauan orang lain, yang ingin
menguasai wanita itu untuk disu-
ruh melakukan perbuatan cabul
dengan orang ketiga (untuk prosti-
tusi)” (Pro-djodikoro, 1990). Dari de-
finisi ini belum terlihat adanya per-
bedaan antara perempuan yang di-
eksploitasi untuk prostitusi, atau
perempuan korban trafficking.
Beberapa konvensi interna-
sional sebetulnya telah sedikit
menyinggung masalah trafficking se-
jak awal abad 20. Misalnya Perse-
tujuan Internasional bagi Pengha-
pusan Perdagangan Pelacur (Inter-
national Agreement for The Suppres-
sion of the White Slave Traffic) ter-
tanggal 18 Mei 1904 dan diamendir
dengan Protokol Majelis Umum PBB
pada tanggal 3 Desember 1948.
Konvensi Internasional tanggal 4
Mei 1910 untuk Penghapusan Per-
dagangan Pelacur (International Con-
vention for the Suppression of the
White Slave Traffic). Konvensi Inter-
nasional tanggal 30 September 1921
untuk Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak (International
Convention for the Suppression of
Traffic in Women and Children) yang
diamendir Protokol Majelis Umum
PBB tanggal 20 Oktober 1947. Kon-
vensi Internasional bagi Pengha-
pusan Perdagangan Perempuan

Dewasa (International Convention for
the Suppression of the Traffic of Full
Age) tanggal 11 Oktober 1933.
Kemudian pada tanggal 2
Desember 1949 disetujui Kovensi
Penghapusan Perdagangan Manu-
sia dan Eksploitasi atas Pelacur
(convention for the Suppression of the
Traffic in Persons and of the Exploita-
tion of the Prostitution of Others) yang
merupakan gabungan dari empat
konvensi sebelumnya. Dalam pasal
1 konvensi ini dijelaskan mengenai
hukuman bagi siapapun yang demi
memberikan kepuasan kepada or-
ang lain: (1) Membeli, membujuk
atau menjerumuskan orang lain ke
dalam pelacuran, bahkan jika yang
bersangkutan menyetujuinya. (2)
Melakukan eksploitasi atas pela-
curan orang lain, bahkan bila yang
bersangkutan menyetujui. Jadi da-
lam konvensi ini pun belum jelas
batasan dari trafficking, karena ma-
sih mencantumkan klausul yang
bersifat paradoks (bahkan bila yang
bersangkutan (korban, red) menye-
tujuinya) (Farid, 1999).
Perkembangan terkini, be-
berapa badan internasional dan na-
sional, berusaha untuk memberikan
definisi trafficking. Salah satunya
seperti yang dihasilkan dalam Hu-
man Rights Workshop yang diseleng-
garakan oleh Global Alliance Against
Traffic in Women (GAATW) pada
Juni 1996. Definisi GAATW, traf-
ficking adalah: “segala kegiatan yang
terlibat di dalam proses rekruitmen
dan/atau pengiriman seseorang
dalam negara atau keluar melintasi
negara tersebut untuk bekerja atau
melakukan berbagai pelayanan
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dengan menggunakan kekerasan
atau ancaman kekerasan, penyalah-
gunaan kekuasan atau penyalahgu-
naan posisi yang dominan, perbu-
dakan disebabkan oleh utang (debt
bondage), penipuan serta bentuk
pemaksaan” (GAATW, 1997). Dari
definisi ini terlihat bahwa elemen
terpenting dari trafficking adalah
adanya coercion, yang dimensinya
meliputi: (a) kekerasan atau an-
caman kekerasan, termasuk peram-
pasan kebebasan (untuk berpindah,
untuk memilih secara personal), (b)
penipuan, yaitu berkaitan dengan
kondisi-kondisi kerja atau bersifat
dasar dari pekerjaan yang dilaku-
kan, (c) penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi yang dominatif, hal ini
dapat berurutan mulai dari penyi-
taan dokumen-dokumen pribadi
sampai pada penempatan orang lain
pada posisi yang tergantung, penya-
lahgunaan posisi sosial seseorang
yang dominan, penyalahgunaan
perwalian yang alamiah ataupun
penyalahgunaan posisi seseorang
yang rentan (vulnerable) tanpa
status yang legal, (d) jaminan hu-
tang (debt bandage): memberikan
jaminan untuk pemberian pelayan-
an atau sesuatu pekerjaan yang di-
lakukan seseorang sebagai jaminan
dari hutangnya dimana lama waktu
dan bentuk-bentuk pelayanan ter-
sebut tidak ditentukan dengan
jelas. Dengan demikian, pekerja
seks yang memang secara sadar
memilih prostitusi sebagai profesi,
tidak bisa dikualifikasikan ke dalam
kategori trafficking (Farid, 2000).

Hegemoni Ideologi Patriarki

Trafficking untuk prostitusi pada
hakekatnya adalah masalah sosial
yang lahir dari rahim ketidakadilan
dan bias gender. Secara teoritis per-
bedaan gender tidaklah menjadi
masalah, sepanjang tidak mela-
hirkan ketidakadilan gender. Na-
mun, yang menjadi persoalan tern-
yata perbedaan gender telah mela-
hirkan berbagai ketidakadilan. Ana-
lisis gender dalam perilaku seksual
menunjukkan adanya ketidakadilan
yang termanifestasi dalam bentuk
adanya kekerasan (gender related
violence).

Memang, pada dasarnya se-
tiap manusia baik laki-laki maupun
perempuan sama-sama memiliki ka-
pasitas untuk memberi respon sek-
sual. Melalui analisis gender dapat
dilihat bagaimana negosiasi antara
laki-laki dan perempuan berlang-
sung dalam tindakan seksual. Da-
lam hal ini perilaku seksual masing-
masing dikendalikan oleh konstru-
ksi sosial nilai-nilai budaya yang di-
anut. Masyarakat sering menentu-
kan laki-laki memiliki dorongan
seksual yang kuat dan perempuan
berkewajiban melayani hasrat sek-
sual laki-laki. Atas dasar ini tampak
bahwa tindakan seksual diantara
laki-laki dan perempuan tidaklah
egaliter. Respon seksual perempuan
tidaklah ditanggapi laki-laki, dan
penolakan perempuan dianggap se-
bagai undangan atau pernyataan
setuju. Perlu juga dicermati bahwa
perbedaan antara persamaan status
antar pasangan merupakan peran
dalam distribusi atau akumulasi
kekuasaan. Seseorang yang supe-
rior (biasanya) laki-laki akan me-
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nentukan dan mempengaruhi tin-
dakan seksual sebuah pasangan.

Bagaimana relasi gender dan
ketidakadilan gender berlangsung
dalam sebuah kegiatan prostitusi
(sebagai akibat dari trafficking) da-
pat diamati dari temuan sebuah
penelitian yang menunjukan hasil
sebagai berikut. Bagi laki-laki yang
belum mempunyai pasangan resmi
atau tetap, keberadaan pelacur ada-
lah sarana mempelajari gaya dan
permainan seksual yang dilihat dan
dibayangkan. Namun, bagi laki-laki
yang mempunyai pasangan resmi
maupun tetap, keberadaan pelacur
dimanfaatkan sebagai sarana mem-
pratekkan tindakan seksual yang
selama ini tidak diperoleh dari pa-
sangan resminya (Yatim dan Lola
Wgner, 1997).

Trafficking untuk pelacuran
merupakan bentuk kekerasan ter-
hadap perempuan yang diselengga-
rakan oleh suatu mekanisme eko-
nomi yang merugikan perempuan.
Setiap masyarakat dan negara se-
lalu menggunakan standart ganda
terhadap pekerja seksual. Disatu
sisi, pemerintah melarang dan
menangkapi, tetapi dipihak lain ne-
gara menarik pajak dari mereka.
Sementara seorang PSK dianggap
rendah oleh masyarakat, namun
tempat pusat kegiatan mereka se-
lalu saja ramai dikunjungi orang.

Dalam prostitusi, perempuan
diidentifikasikan sebagai komoditi
untuk dipertukarkan dan diaku-
mulasikan, dan dijadikan per-
syaratan bagi laki-laki untuk mem-
peroleh  kekuasaan dan kese-
jahteraan. Oleh sebab itu, perda-

gangan perempuan untuk prostitusi
akan sulit dihapus sepanjang kon-
struksi sosial yang memapankan
ideologi patriarkhi dan melahirkan
ketidakadilan gender terus berlang-
sung. Mengapa, karena salah satu
bentuk dominasi laki-laki terhadap
perempuan adalah pengendalian
terhadap scksualitas perempuan,
dan institusi sosial tempat pengen-
dalian ini diperlakukan antara lain
adalah keluarga dan pelacuran.
Dalam hal ini, perempuan korban
trafficking acapkali diancam atau
dipaksa dengan kekerasan oleh
para mucikari atau germonya untuk
menonjolkan dorongan seksualnya
(meskipun itu hanya kamuflase)
ketika melayani  pelanggannya.
Akan tetapi perilaku yang di-
jalankan oleh perempuan pekerja
seks ini distigmakan sebagai peny-
impangan secksual. Dikotomi ini di-
fungsikan untuk menekan kaum
perempuan akan posisi mereka se-
bagai obyek seksual untuk melayani
kepentingan laki-laki dan memper-
tahankan dominasi laki-laki.

Hal inilah yang kemudian ma-
kin menunjukkan bagaimana hege-
moni ideologi patriarkhi dalam me-
ngendalikan segala aspek kehidu-
pan masyarakat. Untuk mengetahui
lebih lanjut hal ini, kita akan lacak
terlebih dahulu pengertian he-
gemoni itu sendiri. Hegemoni adalah
dominasi dan subordinasi pada
bidang hubungan yang distruk-
turkan oleh kekuasaan (Hall, dalam
James Lull, 1998). Tetapi hegemoni
lebih dari sekedar kekuasaan itu
sendiri. Hegemoni merupakan me-
tode untuk mendapatkan dan
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mempertahankan kekuasaan. Bah-
kan menurut Antonio Gramsi,
pencetus istilah hegemoni, "bangu-
nan atas” (super structure) dari ma-
syarakat (baca: negara) merupakan
lembaga yang memproduksi ideo-
loginya, dalam perjuangan atas
makna dan kekuasaan.

Ideologi “versi” negara ini di-
benarkan dan diperkuat sebuah sis-
tem keagenan yang saling terkait
dan efektif dalam mendistribusikan
informasi dan praktek-pratek sosial
yang sudah dianggap semestinya,
yang merembesi segala aspek reali-
tas sosial dan budaya. Pesan-pesan
mendukung status quo dipancarkan
dari sekolah, keluarga, kelompok
keagamaan, militer dan media mas-
sa, semuanya saling menyesuaikan
secara ideologis. Proses pengaruh
ideologis yang saling mengartikula-
sikan dan saling memperkuat
merupakan esensi hegemoni

Hegemoni bukanlah stimulasi
pikiran atau aksi yang langsung,
melainkan menurut Stuart Hall,
merupakan suatu “susunan (dari)
semua definisi yang saling bersaing
mengenai realitas ke dalam jang-
kauan (kelas dominan), dengan
membawa semua alternatif ke da-
lam horison pemikiran mereka. Ke-
las dominan menetapkan batas-
batasnya --mental dan struktural--
dimana kelas bawahan “hidup” dan
memahami subordinasi mereka se-
demikian rupa sehingga mendu-
kung dominasi orang-orang yang
berkuasa atas mereka” (Hall, ibid).

Dalam praktek trafficking un-
tuk prostitusi, hegemoni yang ter-
jadi dapat dianalisis pada dua aras

utama: ideologi patriarkhi dan
ideologi pallocentrist. Dalam masya-
rakat patriarkhal, perempuan selalu
pada posisi ysng tersubordinasi di
dalam kehidupan seksual. Perem-
puan disini tampak harus meme-
nuhi segala macam standard yang
ditentukan oleh laki-laki (atau oleh
struktur yang menguntungkan laki-
laki). Nilai standard itu merupakan
realitas obyektif yang meminta ke-
patuhan-kepatuhan sosial perem-
puan tidak terlepas dari ideologi na-
ture dan culture atau obyek dan
subyek, dimana perempuan ditem-
patkan sebagai obyek dalam dunia
laki-laki (culture) (Rosaldo, 1983).
Dari sini dapat diinterpretasikan
bahwa laki-laki telah menegaskan
dan melestarikan kekuasaan mela-
lui berbagai instrumen, termasuk
melalui seks.

Seks jika dikaji merupakan
sarana reproduksi, sekaligus sum-
ber kesenangan, dan sesungguhnya
juga merupakan pusat keberadaan
manusia, karena seks menegaskan
hubungan-hubungan kekuasaan si
pelakunya (Suryakusuma, 1991: 8).
Seks tidak hanya wuntuk fungsi
prokreatif, tetapi juga rekreatif yang
memenuhi fungsi kesenangan dan
kenikmatan yang merupakan gaya
hidup hedonistik. Gaya ini melalui
kelas menengah mampu memberi-
kan inspirasi kepada kelompok ma-
syarakat lain dalam pembentukan
suatu etos konsumeristik yang
berorientasi pada pemuasan ke-
senangan, mengejar kepentingan
dan kepuasan pribadi dan men-
transformasikan masyarakat yang
berorientasi pada pasar. Di dalam
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gerakan kebudayaan leisure class
semacam ini, perempuan merupa-
kan suatu produk yang dikonsumsi
dan merupakan pemuas kebutuhan
(laki-laki).

Praktek komersialisasi perem-
puan sebagai pekerja seks, karena-
nya juga menunjukkan ciri-ciri
pelaku seks dan hubungan-hu-
bungan kekuasaan dalam hubung-
an seksual itu sendiri. Untuk itu,
Masri Singarimbun (1992:111) me-
ngatakan, “kehidupan seks yang
pada dasarnya dimaksudkan untuk
melanjutkan keturunan, lalu dima-
nipulasi manusia. Melalui lembaga
terkadang fungsinya menjadi status
sosial, misalnya beristri tiga atau
empat untuk gengsi. Atau fungsinya
menjadi pemuas naluri dasar di luar
perkawinan (kebiasaan “jajan” laki-
laki), pemuas nafsu seks semata
dan kehamilan dicegah. Seks malah
menjadi industri penting dengan
dalih meningkatkan kesempatan
kerja dan mensukseskan proyek
turisme.”

Perempuan korban trafficking
sudah pasti mengalami ketertindas-
an dari kontrol laki-laki terhadap
seksualitas mereka. Perempuan-
perempuan yang bernasib malang
ini, hanya menjadi obyek-obyek pa-
sif dari hasrat-hasrat seksual dan
erotis laki-laki. Seksualitas yang
bias laki-laki ini, merupakan cer-
minan dari idiologi pallocentrist
(Pallo atau Phalus yang berarti pe-
nis dipandang sebagai simbol
kekuasaan dan dipercayai bahwa
atribut-atribut maskulinitas meru-
pakan norma bagi rumusan-rumus-
an kultural). Pallocentrisme yang

merupakan sumber dari penindasan
perempuan adalah dasar dari patri-
arkhi yang mewarnai tatanan poli-
tik, sosial, ekonomi dan budaya ma-
syarakat. Ideologi ini dikukuhkan
dengan artikulasi kultural yang
menghasilkan stereotipe bahwa per-
empuan merupakan mahkluk yang
lemah dan membutuhkan perlin-
dungan. Kelemahan (biologis) per-
empuan yang sangat bias gender ini
secara jelas dimanfaatkan laki-laki
didalam praktek seksual yang tidak
sehat. Hal ini sesungguhnya meru-
pakan penegasan terhadap domina-
si laki-laki, suatu hubungan kekua-
saan yang tersusun secara sosial.

Hukum yang Tidak Sensitif
Gender

Prostitusi dan semua rantai kegia-
tannya (termasuk dalam hal ini traf-
ficking) dapat dikatakan sebagai
suatu pola adaptasi yang bersifat
“innovation”, dimana melibatkan
pengunaan cara-cara yang tidak sah
(misalnya dengan tipu daya untuk
memperdagangkan manusia dan
menciptakan perbudakan) untuk
mencapai tujuan-tujuan dan sukses
kehidupan materi yang telah
ditetapkan secara kultural oleh
suatu masyarakat (Turner, 1990).
Selain itu, sulitnya mendeteksi ja-
ringan trafficking ini, disebabkan
adanya upaya untuk memanipulasi
aktifitas ilegal ini sehingga seakan-
akan merupakan aktifitas legal. Hal
ini disebut oleh Clinard dan Meier
(1989) sebagai manipulating the
physical setting, yang merupakan
upaya untuk mempertahankan Kke-
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langsungan penyimpangan yang di-
lakukan oleh seorang pelaku.

Ditinjau dari hukum dan per-
undang-undangan, trafficking untuk
prostitusi di Indonesia belum diatur
secara khusus. Dalam KUHP mau-
pun KUHAP lebih banyak menyoroti
masalah prostitusi, seperti dalam
pasal 296 dan 297 KUHP. Seperti
pada pasal 296 KUHP menyebut-
kan: “Barang siapa yang penca-
hariannya atau kebiasannya yaitu
dengan sengaja mengadakan atau
memudakan perbuatan cabul den-
gan orang lain dihukum penjara
selama-lamanya satu tahun empat
bulan atau denda sebanyak-ba-
nyaknya Rp. 15.000,- Dalam penje-
lasannya disebutkan bahwa pasal
ini digunakan untuk memberantas
orang-orang yang mengusahakan
bordil dan tempat-tempat pelacuran
yang banyak ditemui di kota-kota
besar. Yang dapat dikenakan dalam
pasal ini misalnya orang yang
menyediakan rumah atau kamar
kepada perempuan dan laki-laki
untuk melacur.

Dalam pasal 297 KUHP se-
betulnya sudah diatur masalah traf-
ficking, meskipun didalamnya be-
lum menyebutkan jika korbannya
merupakan anak perempuan. Da-
lam penjelasan ini disebutkan, yang
dimaksud dengan perniagaan dan
perdagangan  perempuan  ialah
melakukan perbuatan dengan mak-
sud untuk menyerahkan perempu-
an guna pelacuran. Termasuk pula
disini mereka yang biasanya men-
cari perempuan-perempuan muda
untuk dikirim ke luar negri yang

maksudnya tidak lain akan diper-
gunakan untuk bisnis pelacuran.

Dari pasal 297 KUHP diatas,
dapat dilihat bahwa KUHP di satu
sisi telah mengakomodir kemung-
kinan penetapan hukuman bagi or-
ang yang dianggap berkaitan deng-
an praktek-praktek ’perdagangan
manusia’ untuk prostitusi, seperti
germo atau calo. Meskipun demi-
kian, pasal ini tidak menjelaskan
pengertian tentang trafficking. Ar-
tinya, anak perempuan yang dija-
dikan komoditi dalam industri
prostitusi tersebut apakah memang
dengan sadar dan sengaja memilih
profesi sebagai PSK, ataukah seba-
gai korban dari penipuan atau
kekerasan yang dilakukan oleh traf-
ficker. Selain itu, pasal ini juga le-
bih ditujukan untuk kepentingan
pe-laku tindak perdagangan
manusia, dan tidak membahas
sedikitpun dari sisi korban.

Secara faktual aparat justru
menjadikan  perempuan pekerja
seks (PSP) - yang sebenarnya adalah
korban dari trafficking - sebagai sa-
saran dari upaya pemerintah untuk
menghapuskan usaha-usaha mem-
perdagangkan perempuan. Peme-
rintah dan masyarakat hingga kini
masih melakukan stigmatisasi ter-
hadap korban trafficking, dengan
menganggap korban itu tidak pan-
tas untuk dibela karena telah mela-
kukan kegiatan ilegal. Dalam peng-
gerebekan dan penggagalan usaha
trafficking antar kota, propinsi atau
antar negara, biasanya para PSP-lah
yang ditangkapi dan menjadi bulan-
bulanan aparat, sementara germo
dan para calo serta pelanggan deng-
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an mudah dapat melarikan diri. Hal
ini menunjukkan para penegak hu-
kum (dalam hal ini meliputi aparat
kepolisian, jaksa dan hakim), ada-
lah manusia yang pada saat meng-
interpretasikan aturan-aturan atau
hukum yang ada, masih diliputi
oleh subyektifitas alam pikir mereka
yang tidak lepas dari lingkungan
budaya di mana mereka berada,
yaitu sebagaian besar masih berbu-
daya patriarkhi. Sehingga pada saat
menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut sudah diskriminatif (Her-
lina, dalam Margiyani, 1999, hal.
118). Dengan kata lain, mayoritas
penegak hukum di Indonesia masih
terbelenggu sistem nilai yang belum

peka gender.
Dengan demikian jika traf-
ficking itu sendiri merupakan

pelanggaran atau kejahatan terha-
dap HAM, maka kekerasan terhadap
korban trafficking (anak dan perem-
puan) adalah adalah dua kali lipat
dari pelanggaran / kejahatan yang
terjadi. Dari fenomena ini terlihat
bahwa banyak aparat maupun ma-
syarakat umumnya memberikan
stigma lebih berat kepada perem-
puan yang terjebak dalam trafficking
ketimbang laki-laki sebagai penik-
mat. Hal ini merupakan cermin dari
berlakunya priviledge seksual laki-
laki dalam masyarakat yang sangat
diskriminatif terhadap perempuan.
Untuk itulah masalah pene-
gakan hukum (law enforcenment),
mendesak untuk segera dilakukan
sebagai upaya mengantisipasi prak-
tek-praktek trafficking dan melin-
dungi korbannya. Untuk mewujud-
kan langkah ini, perlu dilakukan

identifikasi permasalahan yang
selama ini terjadi, untuk selanjut-
nya menetapkan strategi pemeca-
han permasalahan. Pertama, apa-
kah letak masalahnya berada dalam
substansi hukum (substance of law)
yang memuat ketidakadilan gender
terhadap anak dan perempuan yang
menjadi korban trafficking. Apabila
persoalannya disana, strateginya
adalah melakukan advokasi untuk
mendesakkan alternatif hukum
yang berperspektif keadilan gender.
Kedua, jika persoalannya terletak
pada kultur hukum (culture of the
law) artinya kultur masyarakat da-
lam menaati hukum, maka strategi
yang dapat dianggap paling strategis
adalah kampanye dan pendidikan
massa. Terakhir, jika persoalannya
terletak pada aparat pelaksana hu-
kum atau struktur hukum (structure
of the law) maka strategi yang tepat
adalah kampanye pendidikan dan
penyadaran aparat hukum tetang
masalah ketidakadilan gender
(Fakih, 1999).

Faktor Penyebab dan Implikasi
Trafficking

Pemaksaan ke dalam industri seks
malalui perdagangan bukan lagi
gambaran yang berlangsung dalam
konteks lokal suatu negara, tetapi
sudah menjadi isu yang jangkauan-
nya melintasi batas-batas negara.
Menurut hasil pertemuan negara-
negara Asia tentang migrasi di
Bangkok tahun 1995, Indonesia
termasuk salah satu negara penyu-
plai tenaga kerja perempuan ke
Malaysia, Taiwan, dan Eropa untuk
diperdagangkan sebagai perkerja
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seks atau tujuan lain namun ke-
mudian diperdagangkan sebagai
pekerja seks (Fernandez, 1998: 12).

Mengapa hal ini bisa terjadi?
Sangatlah kompleks jika menyimak
rumusan-rumusan tentang penye-
bab perempuan menjadi korban
trafficking untuk prostitusi. Hal ini
dikarenakan mencari sebab-sebab
perdagangan perempuan untuk
prostitusi tidaklah berarti mencari
faktor yang merupakan faktor satu-
satunya, akan tetapi hanyalah se-
kedar menerangkan bahwa sesuatu
faktor tertentu membawa resiko
yang lebih besar atau lebih kecil
dalam menyebabkan seorang per-
empuan menjadi korban trafficking.

Agak lain memang, menga-
nalisis penyebab seorang perem-
puan menjadi PSP dan perempuan
yang menjadi korban trafficking
untuk prostitusi. Untuk PSP, studi
yang dilakukan oleh Purnomo dan
Siregar (1984) menemukan bahwa
alasan perempuan menjadi PSP se-
bagian besar adalah karena faktor
ekonomi atau kondisi kemiskinan
rumah tangganya. Selain diyakini
pekerjaan sebagai PSP  cepat
menghasilkan uang, juga disebab-
kan mereka tidak memiliki ketram-
pilan atau keahlian lain yang bisa
diandalkan. Pekerjaan di industri
seks kerapkali lebih menarik kaum
migran perempuan karena penda-
patan yang mereka peroleh dapat
mencapai lima atau sepuluh kali
lipat pekerjaan sebagai pembantu
rumah tangga (Hull dkk, 1997: 19).
Selain itu, penyebab lain dapat pula
diakibatkan oleh pandangan ten-
tang seksualitas yang menekankan

arti penting keperawanan, sehingga
tidak memberi kesempatan bagi
perempuan yang tidak perawan
kecuali masuk ke dalam peran yang
diciptakan untuk mereka.

Untuk trafficking, banyak ka-
sus menunjukan bahwa kaum per-
empuan kerapkali terpaksa dan
dipaksa masuk ke dalam prostitusi
oleh suatu jaringan sindikat perda-
gangan perempuan dengan meng-
gunakan beragam sarana, yang
berkisar dari sekedar janji-janji
muluk pekerjaan, perkawinan atau
perbudakan terselubung dari cinta,
loyalitas terhadap mucikari, sampai
ke penculikan fisik dan penyekapan
(Truong, 1992: 18). Jadi yang san-
gat esensial menjadi faktor pen-
dorong trafficking adalah sistem
rekruitmen yang menggunakan un-
sur penipu-an, bujukan, hingga ke
tindak pemaksaan dan kekerasan.
Di Thailand misalnya, Saptari
(1997: 19) mencatat bahwa orang
tua yang miskin kerapkali men-
girimkan anak-anaknya ke calo-calo
tenaga kerja yang kemudian mema-
sukan mereka ke pusat-pusat pros-
titusi. Uang yang yang seharusnya
dibayarkan kepada mereka, diba-
yarkan kepada orang tua mereka.
Sementara itu, orang tua si perem-
puan yang dipaksa itu tidak men-
gerti sepenuhnya pekerjaan yang
dilakukan anak-anak mereka.

Singkatnya, perempuan kor-
ban trafficking pada ahirnya ter-
perosok untuk bekerja sebagai PSP
bukanlah dengan suka rela, melain-
kan karena kasus-kasus penipuan,
pemaksaan atau kerena ketidak-
mengertian mereka. Di Batam mi-
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salnya, dilaporkan banyak PSP
(khususnya anak-anak) dipekerja-
kan secara paksa lewat modus bu-
juk rayu, penipuan bahkan penye-
kapan (Gatra, 3 Oktober 1998). Ber-
beda dengan faktor penyebab per-
empuan memasuki dunia lokalisasi
yang sebagian karena memang
menginginkan menempuh jalan
pintas untuk meraih penghasilan
dalam jumlah besar, perempuan
korban trafficking dengan menggu-
nakan debt bondage (jeratan utang).
Melalui sistem ini, para korban di-
tipu dan dipaksa bekerja sebagai
PSK oleh para pemberi pinjaman
yang biasanya juga berperan seba-
gai agen atau mucikari untuk mem-
bayar hutang yang tidak akan per-
nah lunas bahkan akan makin ber-
tambah. Akibatnya perempuan ter-
sebut akan semakin sulit untuk
melepaskan diri dari pekerjaan se-
bagai PSP.

Beberapa implikasi yang ke-
mungkinan besar dapat menimpa
perempuan korban trafficking untuk
prostitusi antara lain adalah:

a) Kekerasan seksual. Dalam ber-
bagai kasus tak jarang para kor-
ban mengalami berbagai tindak
kekerasan seksual: mulai dari
rayuan terselubung dari para ki-
wir-kiwir, penyekapan, pengani-
ayaan, dan berbagai bentuk tin-
dak kekerasan lainnya. Seorang
perempuan yang baru menjadi
korban trafficking yang enggan
melayani pelanggan atau men-
coba melarikan diri misalnya,
biasanya mereka akan disiksa
oleh centeng-centeng germo, dan
kalau perlu sebelumnya akan di-

b)

perkosa terlebih dahulu sebagai
bentuk pemberian pelajaran dan
ancaman. Seperti pernah diberi-
takan, di Bandar Baru, Deli Ser-
dang, misalnya ditemukan seki-
tar 200-300 perempuan - se-
bagian besar di bawah umur -
dipekerjakan dalam bisnis seks,
dan mereka mengaku sulit kabur
karena ketatnya penjagaan dan
ketakutan karena  ancaman
germo. Di Jawa Barat, September
1998 pernah pula dilaporkan
kisah dua anak perempuan yang
berhasil membebaskan diri dari
cengkeraman germo karena dite-
bus keluarganya, dan karena la-
poran mereka, polisi ahirnya be-
rhasil membongkar dan menyela-
matkan lebih dari 100 anak per-
empuan yang hendak dikirim ke
Tanjung Balai Karimun.
Umumnya korban kekerasan
seksual dalam trafficking untuk
prostitusi ini, tidak hanya akan
menderita akibat trauma fisik
(misalnya cidera tubuh), namun
terutama sekali akan menderita
stress mental yang amat berat
bahkan seumur hidup, yaitu apa
yang dinamakan stress pasca
trauma. Hal in disebabkan pada
dasarnya kekerasan seksual itu
lebih merupakan trauma psikis
daripada fisik.

Terabaikannya Hak Kesehatan
Seksual dan Hak Kesehatan Re-
produksi. Resiko yang mengha-
dang para korban trafficking un-
tuk prostitusi adalah mengidap
Penyakit Menular Seksual (PMS)
dan juga HIV/AIDS. Tidak mus-
tahil, perempuan yang dipaksa
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d)

melacur itu ketika mengandung
seorang anak yang tidak dike-
hendaki (Kehamilan yang Tidak
Dikehendaki), mereka akan me-
milih melakukan abortus secara
ilegal dan jauh dari syarat-syarat
medis (unsave abortus), sehingga
bukan tidak mungkin dapat
mengancam nyawa dirinya dan
juga bayi yang dikandungnya.
Hal ini menunjukkan, tidak ter-
penuhinya hak kesechatan sek-
sual perempuan korban traffick-
ing karena diabaikannya (1) per-
lindungan dari PMS (2) per-
lindungan dari tindakan kekera-
san (3) perlindungan dari tinda-
kan berbahaya (4) kontrol ter-
hadap akses seksual (5) pemua-
san secksual dan (6) informasi
tetang seksualitas. Selain itu
juga diabaikannya hak keseha-
tan  reproduksi, vyang me-
nekankan pada upaya-upaya (1)
proteksi yang aman, efektif dari
(dan penghentian) kehamilan
yang tidak diinginkan (2) pro-
teksi dari praktek-praktek repro-
duksi yang berbahaya (3) pilihan
kontrasepsi dan kepuasan ter-
hadap metode kontrasepsi (4)
informasi kontrasepsi dan repro-
duksi (5) kehamilan dan kelahi-
ran yang aman (6) perawatan
infertilitas.

Stigmatisasi dan Kriminalisasi
Korban. Perempuan korban traf-
ficking seringkali harus menang-
gung beban psikologis yang berat
berupa stigma dari masyarakat
atas profesi yang terpaksa (bu-
kan profesi ini yang mereka ing-
inkan) mereka lakoni karena

dinilai terkutuk, memalukan,
amoral dan sebagainya. Sekali-
pun mungkin suatu saat mereka
berhasil melarikan diri dari
cengkeraman sindikat tersebut,
tidak mustahil suatu saat nanti
akan kembali sendiri ke bisnis
seks ini karena masyarakat di
sekitarnya cenderung menolak
dan menjaga jarak dengan diri-
nya. Seperti layaknya mantan
narapidana atau sanak keluarga
PKI, seorang korban trafficking
yang menjadi PSP cenderung di-
lecehkan dan diisolasi karena
dikhawatirkan dapat menyebar-
kan pengaruh buruk bagi per-
empuan lain disekitarnya.

Penutup

Secara umum, perdagangan perem-
puan adalah perbuatan yang me-
maksa perempuan untuk melaku-
kan sesuatu baik sebagai PSP,
tenaga kerja, ataupun pekerjaan-
pekerjaan lainnya guna keuntungan
si pelaku. Perdagangan perempuan
juga dapat diartikan sebagai semua
perbuatan yang langsung bertujuan
untuk menempatkan seseorang da-
lam kondisi bergantung kepada
kemauan orang lain yang ingin
menguasai perempuan tersebut, se-
hingga perempuan tersebut akhir-
nya mau melakukan perbuatan-
perbuatan cabul dengan orang
ketiga.

Meski dalam ketentuan KUHP
telah diatur perdagangan perempu-
an, dalam implementasinya acapkali
perempuan yang dalam ini menjadi
korban, justru menjadi bulan-bu-
lanan aparat penegak hukum. Pa-
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dahal Konvensi Internasional 1949
mengenai Penghapusan Perdagang-
an Manusia dan Eksploitasi Pela-
cur, jelas menyatakan bahwa per-
empuan yang terlibat dalam pros-
titusi adalah korban. Dalam banyak
kasus, kendala penyelesaian kasus-
kasus pelanggaran hak perempuan
adalah justru di tangan aparat
penegak hukum sendiri. Perempuan
seringkali tidak mendapati aparat
yang responsif, tetapi malah
cenderung merepresi perempuan
melalui ungkapan atau tindakan
yang merendahkan martabat per-
empuan dari para aparat penegak
hukum (polisi, jaksa, hakim) atau
lembaga pemerintah lainnya, seperti
Depnaker. Untuk meminimalisasi
hal semacam ini, sudah selayaknya
mulai dilakukan penyadaran kepa-
da aparat penegak hukum untuk
memperlakukan para korban traf-
ficking protitusi bukanlah sebagai
orang-orang yang berbuat kriminal,
tetapi merupakan korban dari per-
buatan tersebut.

Oleh karena itu, negara su-
dah selayaknya mengambil langkah
yang mendesak untuk melakukan
perubahan pada setiap hukum dan
kebijakan yang menghukum, meng-
anggap kejahatan, dan memarginal-
kan para korban dari praktek-

pratek  trafficking dan  harus
meyakinkan para korban bahwa
mereka diperlakukan secara

manusiawi. Dan juga seharusnya
hukuman harus pula dijatuhkan
pada mucikari, calo, germo, dan
pengguna jasanya. Karena jika
hanya pelacurnya saja yang dipida-
na, sedangkan pengguna jasanya

tidak pernah dijatuhi hukuman,
maka perdagangan perempuan
akan terus berlanjut.

Selain itu, diperlukan usaha
yang tidak mudah untuk menyusun
sistem dan struktur baru yang ber-
tumpu pada sistem nilai dan
ideologi yang lebih egaliter. Perluas-
an seks dari dunia domestik ke
dunia publik menunjukkan bahwa
seks merupakan simbol kekuasaan
yang sangat luas. Masih kokohnya
hegemoni ideologi patriarkhi, menyi-
ratkan bagaimana seks dan seksua-
litas menempatkan perempuan se-
bagai obyek dari keperkasaan laki-
laki (juga negara dalam hal ini) atau
sebagai tempat sembunyinya negara
dalam mempertahankan kekuasa-
annya.

Rekomendasi

Apakah yang bisa dilakukan masya-
rakat dalam menyikapi perdagangan
perempuan untuk prostitusi?. Kita
semua dapat meningkatkan kepe-
dulian terhadap perempuan yang
dilacurkan dengan berusaha se-
dapat mungkin mencegah penjualan
anak-anak perempuan atau pemak-
saan terhadap perempuan untuk
menjadi pekerja seks. Hal-hal beri-
kut ini penulis harapkan menjadi-
kan pertimbangan penentu kebijak-
an maupun masyarakat untuk
mengentaskan persoalan trafficking
untuk prostitusi.

Mengadakan penyuluhan dan
kampanye terutama  ditujukan
kepada orang tua di daerah-daerah
yang menjadi kantong kemiskinan
tentang bahaya yang menghadang
putri atau anak mereka seandainya
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termakan bujukan para calo tenaga
kerja yang menjanjikan pekerjaan di
luar daerah atau luar negeri. Pada-
hal kenyataannya, mereka menjual
para korban ke germo atau muci-
kari untuk dijadikan pekerja seks.

Melakukan Advokasi Legisla-
tif. Targetnya adalah mengadakan
revisi peraturan perundang-undang-
an dan KUHP/KUHAP - agar mam-
pu memidanakan para pelaku (traf-
ficker) perdagangan perempuan dan
agar mampu melindungi perempuan
sebagai korban trafficking. Terma-
suk pula disini, mendesak pemer-
intah daerah setempat khususnya
daecrah yang berpotensi menjadi
pemosok perempuan yang akan
djadikan PSK - untuk membuat
peraturan daerah (PERDA) yang
mampu mengantisipasi dan menu-
tup jalur-jalur perdagangan perem-
puan dengan dalih pengiriman
TKW.

Pendidikan dan pelatihan bagi
aparat pebegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, kehakiman dan Dep-
naker) agar lebih sensitif gender dan
berkeadilan gender dalam menang-
ani perempuan korban trafficking.

Memberikan layanan dan
penanganan sosial pada perempuan
yang sudah dieksploitasi oleh jar-
ingan trafficking. Beberapa LSM di
Jawa Timur telah bergerak pada
bidang ini. Mungkin peran serta
para ahli di bidang psikologi, pendi-
dikan, sosiologi, perlu lebih disiner-
gikan. Penumbuhan kesadaran
tentang masih adanya masa depan
yang dapat diraih merupakan awal
dari suatu proses pemberdayaan
perempuan yang telah dieksploitisi

secara seksual. Proses ini dapat di-
lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan
dalam rangka pemberdayaan eko-
nomi dan pendidikan dalam arti
luas. Kegiatan ini hendaknya tidak
bersifat top down, akan tetapi seda-
pat mungkin melibatkan kreatifitas
dan partisipasi para korban traf-
ficking untuk merumuskan sendiri
apa yang menjadi kebutuhannya.
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